
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1251, 2018 KEMENDAG. L/C untuk Ekspor Barang Tertentu. 

Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 94 TAHUN 2018 

TENTANG 

KETENTUAN PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT 

UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang 

Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang 

dalam Kegiatan Ekspor dan Impor, serta untuk 

mendorong optimalisasi perolehan devisa hasil ekspor, 

akurasi perolehan devisa hasil ekspor dan menjaga 

stabilitas peningkatan harga ekspor barang tertentu yang 

merupakan sumber daya alam di pasar internasional, 

perlu mengatur ketentuan mengenai penggunaan Letter 

of Credit untuk Ekspor Barang tertentu; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Penggunaan 

Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu 

Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang 

Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang 

Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 167, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6102); 

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-

DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang 

Ekspor (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2012 

www.peraturan.go.id



2018, No.1251 
-3- 

Nomor 395); 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-

DAG/PER/7/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Acara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

KETENTUAN PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT UNTUK 

EKSPOR BARANG TERTENTU. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun 

tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, 

baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, 

dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 

2. Letter of Credit yang selanjutnya disebut L/C adalah 

suatu kredit atau pemberitahuan kredit yang dikeluarkan 

oleh suatu bank devisa (opening bank/issuing bank) atas 

dasar permintaan importir yang menjadi nasabahnya dan 

ditujukan kepada eksportir sebagai beneficiary melalui 

bank korespondennya (advising bank) di luar negeri.  

3. Bank Devisa adalah bank yang memperoleh persetujuan 

dari otoritas yang berwenang untuk dapat melakukan 

kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk 

kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak 

termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang 

berkantor pusat di Indonesia. 

4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari 

daerah pabean. 

5. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor. 

6. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan 

pemeriksaan barang yang dilakukan oleh surveyor. 
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7. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat 

otorisasi dari Menteri untuk melakukan verifikasi atau 

penelusuran teknis barang. 

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan 

Luar Negeri Kementerian Perdagangan. 

10. Direktur adalah Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor 

Kementerian Perdagangan. 

 

Pasal 2 

(1) Pembayaran Barang untuk Ekspor Barang tertentu wajib 

menggunakan cara pembayaran L/C. 

(2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 3 

(1) Harga Ekspor Barang Tertentu yang tercantum dalam 

L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling rendah 

sama dengan harga pasar dunia. 

(2) Dalam hal tidak ada harga pasar dunia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), harga ekspor barang tertentu 

menggunakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah 

atau harga di negara tujuan ekspor. 

 

Pasal 4 

(1) Cara pembayaran L/C sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) wajib diterima melalui Bank Devisa di 

dalam negeri.  

(2) Selain melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), cara pembayaran L/C dapat diterima melalui 

lembaga pembiayaan ekspor yang dibentuk oleh 

Pemerintah. 

(3) Lembaga pembiayaan ekspor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dalam menerima cara pembayaran L/C 

mengikuti ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai 
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Devisa Hasil Ekspor. 

 

Pasal 5 

Eksportir yang melakukan Ekspor Barang tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mencantumkan 

cara pembayaran L/C pada pemberitahuan ekspor barang. 

 

Pasal 6 

(1) Selain kewajiban mencantumkan cara pembayaran L/C 

pada pemberitahuan ekspor barang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5, Eksportir wajib menyampaikan 

surat pernyataan bermeterai kepada Surveyor. 

(2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 7 

(1) Ekspor Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) wajib dilakukan Verifikasi atau 

penelusuran teknis oleh Surveyor.  

(2) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap data 

dan/atau keterangan dalam surat pernyataan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan 

dokumen cara pembayaran L/C. 

(3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat Verifikasi 

atau penelusuran teknis Barang. 

(4) Dalam hal pembayaran Ekspor Barang tertentu telah 

menggunakan cara pembayaran L/C sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Surveyor dapat menerbitkan 

laporan surveyor. 

(5) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

oleh: 

a. Menteri untuk ekspor Minyak dan Gas Bumi, 

Mineral, dan Batubara; dan 
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